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ABSTRAK

Pada awal tahun 2018, Kejadian Luar Biasa menimpa Kabupaten Asmat sebanyak
72 anak meninggal dalam tragedi ini, yakni 66 anak karena campak dan enam anak
karena gizi buruk. Dengan adanya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pembiaran gizi buruk merupakan pelanggaran Negara jika merupakan pelanggaran
maka jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Negara Indonesia terkait kasus Gizi
Buruk di Kabupaten Asmat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Negara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dengan
pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan secara konseptual dengan cara
menganalisis segala Undang-Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan Hak Asasi
Manusia serta Hak Pangan dan Gizi. Berdasar kesimpulan daripada pembahasan
dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran
Hak Atas Pangan dan Gizi yang terjadi melalui tindakan pengabaian Negara di
antaranya kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (seperti dalam
kovenan), kegagalan mereformasi, mencabut dan menghilangkan terhadap aturan,
legislasi dan rintangan yang tidak sesuai dengan kovenan secara segera dan tanpa
ditunda, kegagalan untuk melakukan monitoring HAPG dan sekaligus menjadi
Pelangaran Hak Asasi Manusia sebab tidak mampu melindungi dan memenuhi hak
dasar pada hak asasi manusia. Adapun hak yang dilanggar negara yaitu hak atas
kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan
anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan
termasuk pula hak hidup yang merupakan karunia Tuhan. Sedang dikarenakan
sebuah pelanggaran maka Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab, yakni
Kementerian Pertanian bersama Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Ketahanan
Pangan yang bertanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pangan,
keterjangkauan pangan dan aksesibilitas pangan; Kementerian Kesehatan
bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan, pengobatan, dan pemantauan
terkait gizi dan kesehatan sehingga tercapainya kehidupan yang layak dengan gizi
dan kesehatan yang baik dan terbebas dari gizi buruk; Pemerintah Pusat dan Daerah
bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui
program land reform mengingat bahwa salah satu kendala tidak terjangkaunya akses
pangan dikarenakan letak geografis Kabupaten Asmat.

Kata Kunci: hak asasi manusia, gizi buruk, pelanggaran negara
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ABSTRACT

At the beginning of 2018, an extraordinary incident struck Asmat Regency, as many
as 72 children died in this tragedy, namely 66 children due to measles and six
children due to malnutrition. With this article, the aim is to find out whether
neglecting malnutrition is a state violation, if it is a violation, what types of
violations have been committed by the Indonesian state regarding the case of
malnutrition in Asmat Regency and to find out what the state's responsibility is. The
type of research used is normative legal research using a statutory regulation
approach and conceptually by analyzing all laws and regulations relating to human
rights and food and nutrition rights. Based on the conclusions from the discussion in
this research, the author found that this incident was a violation of the Right to Food
and Nutrition which occurred through acts of neglect by the State including failure
to take appropriate steps (such as in the covenant), failure to reform, revoke and
eliminate regulations, legislation and obstacles that are not in accordance with the
covenant immediately and without delay, failure to monitor HAPG and at the same
time constitute a violation of human rights because it is unable to protect and fulfill
basic human rights. The rights that are violated by the state are the right to health,
the right to children's growth, the right to protection, the right to children's welfare,
the right to education, the right to a decent standard of living and also the right to
life which is a gift from God. Meanwhile, due to a violation, the State is obliged to
take responsibility, namely the Ministry of Agriculture together with the Logistics
Agency (Bulog), the Food Security Agency which is responsible for meeting food
availability, food affordability and food accessibility; The Ministry of Health is
responsible for conducting reviews, treatment and monitoring related to nutrition
and health so as to achieve a decent life with good nutrition and health and free
from malnutrition; The Central and Regional Government together with the Ministry
of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency through the land
reform program remember that one of the obstacles is inaccessibility to food due to
the geographical location of Asmat Regency.

Keywords: human rights, malnutrition, violations by the state
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